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BUPATI LANGKAT
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8q Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor I14 Taiun 2014 tentang
Pedoman Pembangunar Desa, perlu mengatur tentang
penjrusunan Rencana Pembangunan Jaagka Menengah Desa
dafl Rencana Kerja Pemerintah Desa;
bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pehrnjuk Teknis Penlrusunan Rencana Pembangunal Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Undaig-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Lalgkat (Lembaran Negara Republik
lndonesia Taiun 1956 Nomor 58 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencaraar Pembangunan Nasional (Ir1nba-aalr Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indooesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbangan
Keuangan antar'a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undaig Nomor 14 Tahun 2008 tentarE Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tarnbahan Irmbaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 4846);
Undarg-Undang Nomo. 12 Tahun 2ol 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undalgan (l,cmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234); 
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6. UndanB-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Perah-rran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II langkat dari wilayai Kodya
Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II tangkat
(Lembara-n Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II Biqiai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli
Serdang (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1986,
Tambahan l,embaian Negara Republik lndonesia Nomor 3323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana
Keda Pemerintai (!€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambaian l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintai Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapaian dan Belaija
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dad APBN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

15. Peraturarr Daerah Nomor 4 Tahun 20Oq tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten l,angkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1,
Tambaian Lembaran Daerah Nomor 3).
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PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUヽ Nヽ」ANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA BCR」 A PEMERINTAH DESA

BAB I
KttENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2 Pemerintah Daerai adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
ke\,,,'enangan daerah otonom.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bupati adalah Bupati l,angkat.
Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan.

6- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
E']asy.r.rakat, hak asal usul, dan/atau hal< tradisional yang diakui dan
djhormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

7. liewenangan Desa ada.lah kewenangan yallg dimiliki Desa meiiputi kewenangan
di biclang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pernbinaan Kemasyara-lGtan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berCasarkan prakarsa masyarakat, hak asa.l usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahal dan
kepenlingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelen ggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yar,g melaksanakaa fungsi penrerintahan yang atTggotanya merupaftan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dalr ditetapkan secara
demokratis.

11. Musyawarah Desa ada.lah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyara.kat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersilat stlategis.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
PemerinLah Desa untuk menetapka! prioritas, program, kegiatan, dan
kcbutuhan Pembangunan Desa yalg didarai oleh Anggarar Pendapatan dan
Belanja Desa, swadaya masya-ratat Desa, dan atau Anggarart Pendapatan dan
Belanja Dae.ah.

13. Peraturan Desa adalah peraturar perundang-undangan yang ditetapkan oleh
(epala Desa setelah dibahas dan disepa.l<ati bersama BPD.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besanya kesejahteraan masya-rakat Desa.

15. Perencanaan pembangunar Desa adalah proses tahapalr kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pernanfaatan darl pengalokasian sumb,er
daya Desa dalarn rangka mencapai tujuan pemba-ngunan Desa. A
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16,. Pcrnbangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembalgunan di
Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaaa, dalr kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutarnaan perdamaian dan keadilan sosiat.
Pemberdayaan Masyaral<at Desa adalah upaya mengembangkan ken-randirian
dan kesejahteraan maByarakat dengan meningkatlan pengetahuan, sikap,
kererampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta mtmanfaatkan sumbir
daya melalui penetapan kebijakan, prograrn, kegiatan, dart pendarnpingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masvarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah pioses penggalial dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, darl berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi seita
dinamika masyarakat Desa.
Data Desa adalah gambaran rnenyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya malusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosia-l, kearifan lokal, iimu pengetaiuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi Desa.

20. Rencana Pembargunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut
RRIM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untukjangka \\,,aktu
6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaxg selanjutnya disebut RKp Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang akarl diusulkall
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme pcrencanaarl
pembangunaJl Daerah.

23. Kcuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang darr barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Asct Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibcli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau
pcrolehan ha1< lainnya yang syah.
Anggar.rn Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ApB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
DzLna Desa adala]] dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
ncgara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk memtriayai
pcnyelenggaraan pemerintahar, pelaksanaa-n pembangunan, pembinaan
kernasya-rakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Aloliasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima daerah dalam Anggaran Pendapatar dan Belalja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengar naIrla lain adalai lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakai
mitra peme.inrah Desa da.lam memberdayakan masya,rakat,
Penggaliar gagasan masyaial<at adalah kegiatar yarlg dilakukan untuk
menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa.
Musyawarah Dusun adalah wadah bersama anta-r pelaku pembargunan di
tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan mernilih delegasi dusun
ditingkat dusun.
Utusan atau perwal<ilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta
memiiiki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat
Desa untuk membahas hasil musyawaiah dusun ditingkat Desa. fl
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Pasal 2

(1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembalgunan
Daerah.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemeriqtah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat
gotong royong.

(3) Dalam rangka penl.usunan perencaraan PembanguRan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh
Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksaia-kan oleh SatLran Kerla
Perangkat Daerah dan Pendamping Profesional.

(4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Kepala Desa dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping
Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
Camat meiakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) di wilayainya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Uftum
Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka metiputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dar
b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

{2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

( 1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pelantikan Kepala Desa.

(2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli,

(31 RKir Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penlnrsunan
pereEcanaan pembangunan sl<ala Desa Tahun n+l dan untuk penyusunan
percncanaan pcmbangunan skala Kabupaten Tahun n+2.



(2)

(3)

(r)

(1)

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Rancangztn RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyaral<at Desa.

Pembakuan bidang sebagaimala dimaksud pada ayat (l) berpedomarr pada
Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa.

PembakLran kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Desa
sebagaimala tercantum dalam Lampiral I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita
yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan
keadaan obyektif Desa.

Visi sebagaimala dimaksud pada ayat {1} harus dapat diukur untuk dapat
mengetahui tingkat kemaxdirian, kernajua-n, keadilai darl kemakmuran yang
ingin dicapai.

Misi adalah sesuatu yang harus dilal<sana-I(an oleh Kepala Desa agar tujuan
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yalrg mempakan penjabaran dari
Visi yang telal ditetapkan oleh Kepala Desa.

Kebijakan pembangunai Desa diaJahkan untuk membangun Desa disegala
bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi
dan Misi Kepala Desa- Tujuan pembalgunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Dcsa dan l<ualitas hidup manusia se.ta penanggulangan kemiskinan melalui
pernenuhan kebutuhar dasar, pembangunan sar€Lna dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Kepala Desa dalar lnenyelenggarakan pen)'usunan
mengikutsertakan unsur masya.rakat Desa.

PenFrsunan RPJM Desa sebagaima$a dimaksud pada ayat (1)
dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas
kegiatan Daerah.

RPJM Desa

dilaksanakar
program darr

(2)

(3)

(4)

一
Ｄ

(2)

(3) Penvuslrnan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dcn Bdn kegratan yang meliputi:
a. sosialisasi dan pembefltukan Tim Pen]rusun RPJM Desa;
b. penyelarasal arah kebija]<an perencarlaar pembangunan daeralt;
c. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukai melalui talapan :

1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun fr,



2. pengelompokal masalah dan potensi Desa melalui musyawarah Desa; dan
3. pelaporan pengkajian keadaan Desa-

d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
e. pen),.usunan rancargan RPJM Desa;
f. pembahasan Ralrcarlgan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

sosialisasi dan pe'rb."1ii<H1* p"nlusun RPJM Dcsa

Pasal 9

(1) Sebelum menJrusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat.

(2) Sosialisasi pen) lsunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri dari:
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
f. perwakilan kelompok tani;
g- perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok pengrajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok anal ;
k. perwakilan kelompok pemerhati darl perlindungan alak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
m. Llrlsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

(4) Materi sosialisasi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. proses penlrusunal RPJM Desa; dan
b. pembentukan Tim Pen)rusun RPJM Desa

Pasal 10

{1} Pada saat sosialisasi penjrusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi
pembentukan Tim Penlrusun RPJM Desa secara partisipatif.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua;
c. Ketua Irmbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sek'etar'is; dan
d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, l,embaga Kemasyarakatan Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya-

(3) Jumlah Tim sebagaimara dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum
pe.empuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.

(4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepa-la Desa.

il,,



Pasal I 1

Tim Penj,.usun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasal arah kebijakan pembangunan Daerah;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penlrus\rnan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancalgan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasarr Arah Kebijakan Pembargunan Desa dengan Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah

Pasal 12

{l) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakai
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I hurul a.

i2) Pcnyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
unluk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunar Daerah dengar
pembangunan Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatka, informasi tentang arah
kebijakan pembangunan daerah.

(4) lnformasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimara dimaksud pada
ay{it (2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah I
b. rencana slrategis satuan kerja perangkat daerah;
c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
d. rencana rinci tata ruaig wilayah daerah; dan
e. rencalla pembangunar kawasan perdesaan.

Pasal 13

(l) Kcgiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan
dengan caia mendata dan memilah rencana program dar kegiatan
pernbangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

{2) Rencana program dar kegiatan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembanguna-n Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, daJr pemberdayaan
masyarakat Desa.

(3) Hasii pendataan darl pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dar kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke Desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi Iampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajiao Keadaan Desa

Pasal 14

(1) Tim Pen),usun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaiqana
dimaksud dalam Pasal 11 hurul b. - l'



(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

(3) Pengk4jian keadaan Desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasal melaiui musyawaralt dusun
c. musyawarah Desa; dan
d. pen],usunan laporal hasil pengkajian keadaan Desa.

(,+) Laporan hasil pengkajian keadaar Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (3)
huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

(1) Penvelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 14 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan data Desa;
b- zrnalisa data.

(2) Data Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), meliputi antara lain:
a. sumber daya manusia;
b- sumber daya alam;
c sumber daya pembangunan
cl. data ketimpangan Gender;
e. data kemiskinan:
f. data kekerasan dalam rumah tangga;
g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat

marjinal;
h. data sosial budaya;
i. data kondisi tnfrastruktur; Can
j. data Aset Desa

(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dituangkan
dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimaaa dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiral
Iaporan hasil pengkajiaa keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
bahan masukan da.lam musyawara! Desa dalam rangka penlrusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

i1) Penggaiian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang
dlhadapi Desa, potensi darl peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji da-lam
musvawalah Desa.

Pasal 17

(i) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditakukan
secara partisipatif dengan melibatka!. seluruh unsur masyarakat dusun sebagai
sumber data dan informasi. l/



(2) Pelibatan masyaralat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun.

(3) Unsur masya.rakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
i. kelompok nelayan;
g. kelompok perajii;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin; dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

(:+) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah
dLrsun dan/atau musyari/ara-h khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2].

Pasal 18

(1) Penggalian gagasal masyaral<at melalui Musyawaralt Dusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengal cara diskusi kelompok.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimalsud pada ayat (1), menggunakan Sketsa
Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaar Desa sebagai alat kerja untuk
mcnggali gagasan masyarakat.

(3) Tirn Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
din.ruksud pada ayat (2), ddan rangka meningkatkan kualitas hasii penggalian
gaBasan.

Pasa.l 19

11) Tim Penlmsun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.

(21 Hlrsil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
lormat rekapitulasi penggalian gagasar yang menjadi lampiran laporan hasil
pcngkajian keadaan Desa.

Pasal 2O

(1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam musyawarah
Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dnkuti unsur a]Itara
lain sebagai berikut :

a. Utusan atau perwakilan dusun;
b. tcmbaga Kemasyara-katan Desa;
c. Pemerintah Desa;
d. lnstansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
e. Kelompok perempuan;
r. Warga miskin dan marjinal;
g. Ketompok Ekonomi;
h. Kelompok pemerhati anak; dan
i t{clnmnok masvarakat lain vans sesuai dcnsan knn'li<i '^ci-l I','l^"^ n^^^



(3) Dalam musyawarah Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :

a. Legenda dan Sejarah Desa
b. Pengelompokan masa.lah, p€nyebab dan potensi
c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa
d. Alternatif tindakan yang layak
e- Penyelarasan dengan RPJM Daerah
f. PenJ,usunan arah kebija&an pembangunsn Desa
g. Penlusunan arah kebijakan keuangan
h. Perangkingan
i. Penj,usunan draf matrik RPJM Desa

(4) Hasil musyawarah Desa menjadi lampiran laporar pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

(1) Tim Peny'usun RPJM Desa men).usun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
c. dala rencana program pembanguna-n kawasar perdesaan; dan
d. hasil Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa.

Pasal 22

(1) Tinr Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajiar
keadaan Desa.

(2) Kcpala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan
sebag.timana dimaksud pada ayat i1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 5
Pcnyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawalah Desa

Pasal 23

lll BPD menyelenggaral<an musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakalt pa-ling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 23, membahas dan
menyepakati sebagai berikut:
a. Iaporan hasil pengk4jian keadaan Desa;

' b. rumusar arah keblakan pembangunan Desa yang diiabarkan dari Visi dar Misi
Kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintaha.n Desa, pembalgunal
Desa, pembinaan kemasyaral<atan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Pasal 25

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 dituangkan dalarn Berita Acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedornar bagi
Pemerintal Desa dalam men]rusun rancangan akhir RPJM Desa.

Pajagraf 6
Penlrusunar Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

(l) Tim Pen,.usun RPJM Desa menJrusun rancangar Akhir RpJM Desa berdasarkan
hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud da.lam pasa] 25 ayat (1).

(2) Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.

(3) Sistimatika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pad.a ayaL (21
memuat :

a. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang/ Pendahuluan
B. Landasan Hukum
C. Tujuan

b, BAB II PROFIL DESA
A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
C. Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Desa

c. BAB lll PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
A. Sosialisasi
B- Musyawarah Dusun
C. Musyawarah Desa
D, Musrenbang RPJ {Desa

d, BAB IV PRIORITAS MASALAH
e, BAB V VISI, MISI, ,I.UJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAI(AN KEUANGAN
DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Prograr dan Kegiatan Indikatif

f, BAB VI PENUTUP
g, LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Prograa Kegiatan
2 Proses Penlrusunan Program
3. Pcngkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, IGlender Musim, Diagram

Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawaral (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan

Musyawarah PerencanaaJr Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah {Musyawarah Dusun,

Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaajr Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah {Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8 Foto Kcgiatan(MuSyawaral■ Dusun,Musya、 valall Dcsa dan MuwawTah
p^"h^術 ..ぅ ぃ rl●●い 卜ぅ_ぃ ,_●ぃ い o‐ oヽ



(2)

(4)

(s)

{1)

i1)

4.

Tirn Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penlrusunan
rarlcangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa
sebagaimaIIa dimaksud pada ayat (2).

Bcrita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim
Penyusun RPJM Desa kepada Kepafa Desa.

Pasal 27

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yarlg telai disusun
oleh Tim Penlrusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkal arahan Kepala
Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

つ

一

(3)

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunao Desa.

Para$a! 7
Penyusunan Rencana Perribangunan Desa Melalui Musyawarah Perencaraan

Pembangunan Desa

Pasal 28

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunar Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangai RPJM Desa.

Musyawarah perencaflaalr pembangunan Desa seLlagaimana dimaksud pada
ayat (l ) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. lokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
I- perwalilar kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok perajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; da1l
l. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosia-l budaya Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembargunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituanBkan da-lam Berita Acara.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 29

(1) Kcpalrr Desa mengarahkan Tim Pen).usun RPJM Desa melakukan perbaikan
dokumen ra.caflgan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
percncanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

l/'..



12) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimarla dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangart peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menJrusun rarcangan peraturan Desa tentarg RpJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturar Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa da.lam hat:
a. te.jadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, darl/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dal selanjutnya
ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 31

Format kegiatan penlrusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran ll yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian I(etiga
Pen).usunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

(1) Pemerintah Desa menlrusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintai Desa sesuai dengal informasi dari
pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bularl
September.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 33

(1) Kepala Desa menJrusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Pcn_vusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukaJr dengan
kegiatan yang meliputi:
a. penlrusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
b. pembentukan Tirn Pen)rusun RKP Desa;
c. Musyawarah Desa meliputi :

I pencermAtan Pendapatan Asli Desa;



2. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan
masuk ke Desa;

3.jaringan aspirasi masyaiakat daJi Dewait perwakilan Ral!/at Daerah;
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. evaluasi pelaksanaan RI(P Desa tahun sebelumnya;
6. analisa keadaan darurat;

7. pencermatan kesepakatan ke{asama antar Desa dan/atau dengan pihak
ketiga; dan

8- daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.
d. peny.usunan rancangan RKP Desa;
e. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Desa;
f. penetapan RKP Desa;
g. perubahan RKP Desa; dan
h. penga.juan daJtar usulan RKP Desa.

Paragral 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

(l) BPD menyelenggarakan musyawarai Desa dalam rangka penyusunan rencajla
pembangunan Desa,

i2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me.rjadi pedomal
bagi pemerintah Desa menlrusun rancangan RKp Desa dan daftar usulan RKp
Desa-

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (l),
paling lambat bulaa Juni.

(ir

(21

(3)

Pasal 35

Musyawar-ah Desa sebagaimala dimaksud dalam pasal 34
hzrl hal sebagai berikut:
a. rnenocrmati uiang dokumen RPJM Desa menyepakati

ulang dokumen RPJM Desa; dan
b. membenluk tim verilikasi sesuai dengan jenis kegiatan

dibutuhkar.

ayat (1) membahas

hasil pencermatan

dan keahlian yarg

Tim verihkasi sebagaimana dimal<sud pada ayar (1) huruf b berasal dari warga
masyarakat I)esa.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
Berita AcaJa dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam men]rusun RKp Desa.

.",ro"",ru.. iilflff,sun RKp Desa

Pasal 36

{1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKp Desa.
r2' Trm sebagaimana dimaksud pada ayat l1l Lerdiri daril

a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa sclaku ketua;
c. Ketua l,€mbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan /



d :\nggota yang meliputi : Perangkat Desa, l,embaga KemasyaralGtan
Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyal-akat Desa, darr unsur
masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dar
paling banyak 11 (sebelas) ora-ng dengan mengikutsertakan kaum perempuarr
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumtah tim.

- (4) Pembentukan Tim PenJrusun RKP Desa dilaksanakan pa-ling lambat bulan Juni
tahun berjalan.

(5) Tim Penl.usun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Musyawarah Desa dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan rencana Pendapatan Asii Desa;

l). pcncermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
Dcsir;

.. penccrmatan ulang dokumen F-PJM Desa;
d. cvaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
c. analisa keadaan darurat;
[. pcncermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dal/atau dengan pihak ketiga;
g. pembahasan daJtar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
i. penlrusunan rancangan daJtar usulan RKP Desa.

Paragral 4
Musyawarah Desa

Pasal 38

(l) Musyawarah Desa dilaksanalan untuk membahas :

a. pencermatan rencara Pendapatan Asli Desa;
b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelaJasan program/kegiatan masuk

ke Desa;
c- pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
e. analisa keadaan darurat;
f. pencermatan kesepakatan kerjasama arrtai Desa dan/ atau dengan pihak

ketiga;
g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
h. penlusunan rancangal RKP Desa; dan
i. Penlrusunan rancangal da{tar usulan RKP Desa

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara.

Pasal 39

PeserLa musyawarah Desa terdiri dari unsur:
a- Pemcrintah Desa;
b, BPD:
c, Lembaga Ke masya-rakatan Desa;
d. tokoh masyarakat/ agama;
e keoala drrsrrn: 肪



I. pelaku ekonomi;
g. masyarakat miskin;
h. kelompok pemerhati dan perlindungan atak;
i. kelompok perempuan; dan
j. masyarakat Iainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 40

(l) Tifl Penl,usun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk
men)rusun arah kebijakan keuangan Desa.

(2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.

(3) Perkiraan Perrd.rpatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai
dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 41

(l) Kcpata Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dit€rima Kepala Desa
dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

(1) Tim Pen],usun RKP Desa memfasilitasi penceEnatan pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang rneliputi:
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana ADD yafig merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

daerah;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi dan anggaran per.dapataJr belanja daerah.

(2) Tirn Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan
yang marsuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang meiiputi:
a. i encana kerja pemerintah daerah;
b. r'encana prograrn dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

IJemerintah Daerah;
c. h:rsi) penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rairyat Daerah

(3) Hasil pencermatan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam
format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Tim Pen]'usun RKP Desa men)'usun rencana pembangunan berskala lokal
Desa yang dituangkan da-lam rancangan RKP Desa.



{2)

(3)

Pasal 43

(l) BupaLi menerbitkan su.at pemberitaluan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebaga.imana
din.raksud daiam Pasal 41 ayat {1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa
dalim percepatan pelaksaraan perencanaan pembangunan sebagai dampak
kcLcrlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
Percepatan perencalaan pembangunan sebagaimana dimalcsud pada ayat (2)
untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasa.l 44

(l) Tim PenJ,.usun RKP Desa memfasilitasi pencernatan ska.la prioritas usulai
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) talun anggaran berikutn],a
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), dituangkan dalam
format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Peny-usun RKP
Desa dalam menJrusun rancangan RKP Desa.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalain format pencermatan
RPJM Desa.

Pasal 45

{I) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang
sLrdah atau belum diiaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP
Desa tahun sebelumnya;

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pen5msunan
rancangan RKP Desa.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP
Desa.

Pasal 46

(1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa keadaan damrat;

{21 Keadaan daiurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antaralain:
a. bencana alann;
b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
c. krisis politik;
d. krisis ekonomi;dan
c. k.rusuhan sosial yaJlg berkepanjangal

(3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format hasil analisa k€adaan darurat dan menjadi dasar penJrusunan
rancangan RKP Desa.

Pasa1 47

( IJ Tim Pe nyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan keiasama antar ,.""t 

h /



(2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Desa
menjadi dasar pennrsunal rancangal RKp Desa.

Pasal 48

(1) Tim Penlusun RKP Desa menJrusun daftar usulan pelaksana kegiatan
pembangunal Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegratan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan anggota pelaksana-

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan
kaum perempuan.

Paragraf 5
Penlrusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 49

(1) Penl,.usunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil
kesepakatan musyawarah Desa dan hasil musyawarah perencanaar
pembangunan Desa.

(2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. analisa prioritas RPJM Desa;
b. evaluasi peiaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
c. prioritas program, kcgiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja

sama an,ar Desa dan pihak ketiga;
e. rencana program, kegiatan, dan anggararr Desa yang dikelola oleh Desa

sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah; dan

l. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau
unsur masyarakat Desa,

{31 Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi:
a. Pendahuluan
b. (iambaran umum Desa
c. liumusan program dan kegiatan
d. Arah kebijakan keuangan Desa
e. Pdoritas program dan kegiatan
f. Penutup.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud lrada ayat (1) dituangkan dalam
format rancangan RKP Desa.

Pasal 50

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud Ca-Iam Pasal 49 diLampiri rencana
kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk keljasama antal Desa disusun dan disepakati b€rsama par:a
Kepa-la Desa yang melakukan kela sarna antar Desa. n

M,.



{3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

(4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. unsur Pemerintah Desa;
b. r-rnsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dar
c. unsur masyarakat Desa.

Pasal 51

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas progra-m dan kegiatan
pembangunan Desa daft pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah,
Penl(rrintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim Penfrsun RKP Desa menlrusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dima-ksud pada ayat (3),
menjadi lampiran Berita AcaJa laporan Tim Pcnlrusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

(l) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil pen],'r.rsunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikal oleh Tim
Penrusun RKP Desa kepada Kepala Desa

Pasal 53

(l) Kcp.lla Desa memeriksa dokurlen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
darlam Pasal 52.

(2) Kepala Desa mengaaahkan Tim Penj,,usun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui raicangan RKP Desa sebagaimara
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

Paragral 6
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunar Desa

Pasal 54

(I) Kepaia Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancan8an RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adatl
b. tokoh aBama;
. tokoh masverekrt: IV



d. tokoh per.rdidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwak ilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuar;
i. perwakilan kelompok pemerhati dal perlindungan anak; dar1
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (31, musyawaral.l
perencanaan pembalgunan Desa dapat melibatkan unsur masyatakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

(i) R.urcangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalan Pasal 53 ayat (1) memuat
rcncaia penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunai,
pcmbinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa,

(2) Rancarlgan RKP Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (1), berisi prioritas
program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c su iLdaya masyaral<at Desai
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
c. banluan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(3) Prioritas, program dar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirlrmuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang
mcliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintaha! Desa;
b. peningkatan kualitas dar alses terhadap pelayalan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrast-rukur dan lingkungan berdasaikan

kemampuan tekris daI1 sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertalian berskala produktif;
e. pemanfaatao teknologi tepat gune untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelesta.ian adat istiadat dall sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyaiakat Desa; dan
i. pcningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 56

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dinr:rksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Kepala Desa rnengarahkan Tiln PenJrusun RKP Desa melakukan perbaikarr
dokumen raJrcangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah
pererlcanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RliP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi larnpiran
rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa,

{4) Kepala Desa menJrusun rancangar peraturan Desa tentalg RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimara dimeksud pada ayat
(4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan
,-^nia.ri -p-^hrron Ilea. fpnf.nd plp nFso
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Pasal 57

(1) RKP Desa dapat diubah datam hat:
a. Lerjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintai

Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKp Desa dikarenakan tedadi peristiwa khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurul a, Kepala Desa melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah daetah yang me.ltpunyai kewenangal

terkait dengarr kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKp Desa yang terkena

dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menlrusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana

Anggaran Biaya; darr
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahal.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena

dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatar dan Rencana
Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(1)

t2)

Pasal 58

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencaraar pembangunan Desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Penyelenggaraal musyawarah perencanaan pembalgunan Desa sebagaimala
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan teladinya peristiwa khusus
dan/atau terjadinya pembahan mendasar sebagaimala dimaksud dalam pasal
57 ayat {l }.

Hasil kesepakatar dalam musyawarah
scbagairnana dimaksud pada ayat (1),
tentang RKP Desa perubaha-n.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
penyusunan perubahan APB Desa.

perencanaan pembangurran Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa

(3)

(4) pada ayat (3), sebagai dasar da-lam



Paragraf 8
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

(1) Kcpala Desa menyampaikan daftar usulal RKP Desa sebagaimana dima.ksud
dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian daJtar usulan RXP Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
paling lambat 30 September tahun berja.lan.

(3) Dattar usulan RKP Desa sebaga-imana dimaksud pada ayat {1), menjadi materi
pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dalr
duerah.
Bupati menginformasikar kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasarr
daftar usulan RKP Desa sebagaimaia dimaksud pada ayat (3).

lnformasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah Frencanaan pembanguoan di Kabupaten.

(4)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling
lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Pen]rusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran tll yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IIt
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

{s)

(1)

{3)

(2)

(4)

Pasal 61

Kepala Desa mengkoordinasikal kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan Kegiatan pembanguna.n Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (l)
meliputi :

a. Pembangunan Desa berskala lokai Desa, dan
b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pel:rksanaan pembangunan Desa yang berska.la lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjlsama antar Desa
dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga

Kepala Desa mengkoordinasikan persiapal dan pelaksanaaD pembangunan
Dcsa. sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terhitung sejak ApB Desa di
tetapkan.

Pasal 62

{1) Pembangunan Desa yang bersumber dari progran sektoral dan/atau program
daerah, dilaksanakan sesuai dengan kete;tu; dsri pemerintah, pemeri-ntah
Daerah Proyinsi atau pemerintah Daerah.

tr ,'



(2)

(3)

(4)

Dalam hal ketentua! sebagaimal dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah di integrasikan k; dalam
pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di desa di catat
dalam APB Desa.

Dalarn hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakaJl
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada
desa, maka mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana di maksud
pacla ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang
diselenggarakal oleh BPD.

Dal.rm hal pembahsan dalam musyawa_rah Desa sebagaiman dimaksud pada
ayat (4) tidal( menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagial dari
teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan
keberatan dimaksud.

Kep.Lla Desa menyampaikan keberatar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaarl program sektor dar/atau program
daerah yang didelegasikan pelaksanaarya kepada Desa.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa,
sesuai dengan keterltuall yang berlaku.

(5)

(6)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pase) 64

Tahapan persiapan meliputi ;

a. Penetapan pelaksana kegiatan;
b. Pen).usunan rencana kerja;
c. Sosia.lisasi kegiatan;
d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
e. Penyiapan dokumen administrasi;
i Pengadaan tenaga kerja, dan
g. Pengadaan baian/ material.

Paragral 2
Penetapar Pelaksana Kegiatan

Pasal 65

Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa,

(1) dalam



(2) Kcpala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepa.la Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa
dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana
kegiatan-

Pasal 66

Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam ta}lapan persiapan dan
tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Pen3rusunan Rencana Kerja

Pasal 67

(1) Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja bersama KePaia Desa.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pad ayat (1), memuat antara lain :

a. Uraian Kegiatan;
b. Biaya;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Lokasi;
e- Keiompok sasaran;
f. Tenaga kerja, dan
g. Daftar pelaksana kegia tan.

(3) Rencana kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) di tuangkan daLam format
rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragral 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 68

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dar rencana
kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui :

a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa.
b. Musyawarah Dusun;
c. Musyawarah Kelompok;
d. Sistem informasi desa berbasis website;
e. Papan informasi desa, dan
t Media lain sesua.i kondisi Desa.

Paragral 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 69

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan/atau pemerintah daera.h
melaksanakan pembekalan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengar Bimbingan Teknis. L



(4) Peserta Bimbingan Teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (3) antara lain
meliputi :

a. Kepala Desa:
b. Perangkat Desa;
c. BPD;
d. Pelaksana kegiatan;
e. Panitia pengadaan barang danjasa;
f. Kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
g. Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 70

Pembekalan sebagaimana dimaksud da]am Pasal 69 antara lain :

a. Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan
c. Pembangunan Desa.
Keeiatnn pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
avdl (l) hurut a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penlrrsunan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

(1)

（
２

{3)Kegiatan pembekalarl penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan,
pendataan, penetapan dan penegasal batas Desa.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan I)esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber
daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penr:sunan Iaporan
pelaksaiaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasa1 71

{l) Peiaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

l2l Pclrksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan
penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
klrrangnya meliputi :

.1. Dokumen RKP Desa beserta lampirannya;
b Dokumen APB Desa;
c. Dokumen administrasi keuangan;
d. Dokumen foLo /gambar, sebelum kegiatan pembangunan dilal<ukan;
e. f)aftar masyarakat penenma manfaat;
I. Pernyataan kesanggupann pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat

kepada Desa atas lahan /tanah yang menjadi asset Desa sebagai dampak
kegiatan pembangunan Desa;

h. Penyiapan dokumen juat beli antara warga masyarakat dengan Desa atas
Ialan/tanah yang terkena dampak kegiatar pembanguuan Desa;

i- Penyiapan dokumen pernyataa! masyaiakat dari warga masyarakat untuk
tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yaiB
lerkena dampak kegiatan pembangunan Desa; t

ffi.,



l.

k.

Penyiap.rn dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa, dan
Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Para9ral 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 72

Pelaksanaan kegiatan pembanguan Desa mengutamakan pemalfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya aiam yang ada di desa serta mendayagunakar swadaya
dan gotong royong masyarakat.

Pasa.l 73

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumtrr daya manusia yang ada di desa
s€kurang-kurangnya melakukan :

a. Pendataan keburuhan tenaga kerja;
b PendaJtararl calon tenaga kerja:

". Pembentukan kelompok kerja;
d. Pembagian jadwal kerja;
e. Pembayaran upa.l. dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf e,
scsuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honol yang tercantum di
dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa

Pasal 74

(!) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya atam yarg ada di desa,
sekurang-kurangnya melakukan :

a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. P€'nentuan material/bahan yang disediakan dari desa, dan
.. Menentukan cara pengadaan material/bahan.

{21

{r}

I3r:saran harga material/bahal
dcngar] perhitungan harga yarlg
dalam APB Desa.

sebagaimana dimaksud
tercantum di dalam RKP

Pasal 75

ayat (I) sesuai
yang ditetapkar
ａ
　
ａ
脚
ｄｃｓ

Pelaksana Kegiatan mendayagunakal swadaya dar gotong royong masyarakat
De.ja, sekurang-kurangnya melalcukal:
a. Penghimpunan dan pencatatan darla swadaya masyarakat, sumbangan dari

pihak ketiga, da, tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
b. Pendataan sumbangai masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang

berbentuk barang;
c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
d. Pembentukan ketompok tenaga kerja suka rela, dan
e. Penetapal jadwal kerja.

Jenis dan jumlal swadaya masyarakat serta tenaga suka rela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantLrm di dalam RKP Desa yalg di tetapkan dalam ApB Deia.

(2)



Pasal 76

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dar gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam 75, sekurang-kurangnya mengadministrasikan
dokumen:
a. Pernyataan pemberiar hibah dari warga masyaralat Desa dan/ atau pihak

ketiga kepada Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti
dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
uDtuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman
yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pcmbiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), humf a dilakukan
melalui APB Desa.

Pasal 77

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hal<
rllmah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bargunan pribadi dan/atau
tzlnaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. Peralihan hak kepemilikar atas lahan/ tarrah meialui jual beii, dan
b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau taJrarnan.

{3} Pembiayaan yang dibutuhkan dalam .angka pe!'lindungan hak,hak rumah
tangga miskin sebagaimana dima]<sud pada ayat (2) dilakukan melalui APB
Desa-

(2)

(l)

(2)

(3)

(41 Penentuan besaran ganti ruBi
diatur sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

kegiata! yang sekuralg-
t^

Kepala Desa mengutarnalan pemanfaatan sumber daya manusia dan
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyaral<at sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 melalui mekanisme pembangunan Desa secara
swakek a.

Dirlam ha1 mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
dapat diiakukal oleh kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau
Jasa.

Pengadaan barang dar/atau jasa di Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (2)
diatur 

_dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undalgan

Bagian Ketiga
Taleapan Pelaksanaa, Xegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Kepala Desa mengkoordinasikar tahapan pelaksanaan
kurangnya meiiputi :



a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. PerubahanpelaksaJraan kegiatan;
d. Pengelolaan pengaduan da'lr penyelesaian masalah;
e. Penl,'nsLlnan Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
l- Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungiawaban

hasil pelaksanaan kegiatan, dan
g. Pclestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragral2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 80

(l) Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam .angka
pembahasan tentang perkembangan Pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksalakan sekurang-
klrrangnya 2 (dua) tahap mengikuti tahapan pencairan Da.rla Desa yang
bersumber dari APBN,

Pasal 81

(l ) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 80 membahas antara lain :

a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. Pengaduan masyarakat;
c. Masalah, kendala dan hambatan;
d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan
e. Perubahan kegiatan.

(2) (cpala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebngaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengal kondisi perkembanga-n
pelaksanaar kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaar Kegiatan lnfrastruktur Desa

Pasal 82

Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap
akhir kegiatan inlrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga
Ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengar dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (2),
Kepala Desa mengutanal<an pemar:rfaatan Tenaga AhU yang berasal dari
masyarakat desa.

Dalam hal tidak tersedia Tenaga Ahli sebagaimaia dimaksud pada ayat (3),
kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Carnat per:ihal kebufuhan
Tenaga Ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari SKPD
yang membidangi pekerjaar umum dan/atau Tenaga Pendamping Professional

fi,

(1)

(2)

(3)

{4)



Pasal 83

il) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 dilakukan dengan cara
memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Desa.

i2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditakukan dalam 3 (tiga)
tahap meliputi :

a. Tahap pertana : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 4O7o (empat puluh
perseratus) dari keseluruhan taiget kegiatan;

b. Tahap Kedua : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh
perseratus) dari keseluruhan target kegiatan, dart

c. Tahap ketiga : penilaiai dan pemeriksaal terhadap looo/o (seratus perserarus)
dari keseluruhan target kegiatan.

{3) Pemcriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada
ser-ii1p tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan
pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

(1) Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentaqg kejadian khusus yang
berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatal pembangunan di Desa dalam
pembangunan Desa dalam hal te{adi :

a. Kenaikan harga yang ddak wajar:
b. Kelangkaan bahan material, dan/ atau
c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebalaJan, banjir dan/atau

kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundarg-undangan

Pasal 85

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksalaarr kegiatan
perDbangunan di desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 84.

(2) Pcrubahan Legiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan:
a. l'enambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa

dilakukan melalui :

I Swadaya masyarakat;
2. Bantuan pihak ketiga; dan/ atau
3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah.
b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalan APB desa, dan
c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan

disetujui oleh Kepa.la Desa.

(3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dala-.n hal pelaksana
kegiatan tidak mentaati ketentlran sebagaimana dimaksud pada ayat l2). t-

tl



(2)

(3)

(4)

(5)

(rl

(r)

Pasal 86

KepaleL Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat i2), dituang dalam berita
acara.

Berila acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan ganlbar
desain dan perubahan rencana anggaral biaya dalam hal terjadi perubahan
pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan infrastmktur Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala
Desa menetapkan perubahai pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimatsud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduaa dan Penyelesaial Masalah

Pasa-l 87

Kepala Desa meoggkoordinasikan penangallan pengaduan masyaralat dan
penyelesaian masalah da.lam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Kor.,r'dinasi penangan€rn pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalalt
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :

a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. Pencermatan masalah yang termasuk dalam pengaduan masyarakat;
c. Penetapan status masalah, dan
d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Peflanganan pengadual dan penyelesaiar masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. Menginlormasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian

rnasalah:
d. Melibatkan masyarakat Desa dalarn menyelesaikan masalah, dan
e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masaiah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dilakukan secara
rnandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaal perdamaian
melalui musyawarah Desa.

Dalam hal musyawarah Desa sebagairnana di malsud pada ayat (4) menyepakati
masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara
musyawarah Desa.

(2)

６^

(4)

(5)

Paragraf 6
Penl rsunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasa1 88

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporal perkembangal pclaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa. 

h



(2) Pcrrl,ampaian laporan sebagaimana dima[<sud pada ayat (1), disesuaikai dengan
jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dima.l{sud pada ayat (1) disusun berdasarkan
pertanggung jawaban terhadap penggunaan dalla yang diterima dan tahapan
perkembangarl pelaksanaan kegiatan.

Pasal 89

(l) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dituangkan dalam format
laporan hasil pelal<sanaan kegiata! pembangunan Desa.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi
hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Realisasi biaya berserta lampiran buktibukti pembayaran;
b. Foto kegiatan infrasturktur Desa kondisi Oo/o, 4oyo, 80% dan I00% yang

diambil dari sudut pengarnbilan yang sama;
c. l.-oto yang memperlihatkan orang sedang keda dan/atau melakukan kegiatan

secara beramai-ramai;
d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan

pembangurlan Desa;
e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga

kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
[. G.rmbar purna laksana untuk pembangunan infrastuktur Desa.

(31 Kepaia Desa men]rusun laporan penyelenggaraan Pemerinta.han Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa Dalarn Ra,gka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 90

(I)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap
semcstcr yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember Tahun Anggarao
berii(utnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikal laporan akhir pelaksalaan kegiatan
dimaksud pada ayat (1)dengan cara:
a. Mcnyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa:
b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan

ciisaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat.

(4) Kcpala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporar pelaksanaan
pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 91

(l ) Mas,varakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), 

r ,
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(2)

(3)

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.

BPD, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatar dan Masyaralet Desa membalas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud
pacta ayat (2).
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan da-lam
Berita Acara.

Kepalir. Desa mengkordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan
hasil kegiatan berdasarkan Berita Acara kesepakatan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

petestarian da., pemanlaata?lX'Jfl*t *r",., pembangunan Desa

Pasal 92

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam
rangka memanfaatkal dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara:
a. Meiakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan

dan dikelola pernanfaatannya;
b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan

pemanfaatan hasil kegiatan pembangunal Desa; dan
c. Pengalokasian biaya pelestar.ian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan Desa.

Ketcntuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimala dimaksud pada ayat {2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatar
pelnbangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembenlukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapka.n dengan
Keputusan Kepala Desa.

(4)

(5)

(1)

(2)

13}

(4)

(5)

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAヽ VASAN PEMBANOrUNAN DESA

Pasal 93

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah Daerah daII pemerintah
Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditakukan
melalui pengawasan daJl pemantauan penyelengga-raan pemerintahan Desa dan
pembangunar Desa yang dilakukaa secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

(3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksaiaan
pembangunan desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembalgunan Desa sebagaimala dimaksud
pada .ryat (2), menjadi dasar pembahasai musyawarah Desa dalam langka
pelaksarlaan pembangunan Desa.

M,.



Pasal 94

(1) Penlantauan pembanguna:-r Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan
perc[canaan pembangunan Desa dal tahapan pelaksanan pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penlrusunan RPJM desa dan RKP Desa.

{3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, pengiriman barang/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil
kegiatan pembangurlan desa.

(.+) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
dituangkan dalam format hasil pemarltauan pembangunan Desa.

Pasal 95

(11 Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa dengan cara:
a- Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan

pernbangunan Desa;
b. Mcnerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan

rcalisasi pelaksanaan APB Desa;
c. Mcngevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pemba.ngunan desa, dan
d. Memberika.n pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

{2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pela-ksanaan pembangunan
" Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan

da./atau keialaian Pemerintah Desa, Bupati mela.kukan:
a- Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
b. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat

perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan, dan

c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
pelaksanaa-n pembangunan Desa untuk memastikar penyerapan APB Desa
sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Camat.

Pasal 96

Iiegiatan dan format pembangunan Desa tercartum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yalg sudah ada dan sedang
berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTOP

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejal< tanggat 1 Januaji 2016.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini deng:rn penempatannya dalaft Bcrita Daerah Kabupaten Langkat.

" -iundangkan di Stabat
pada tanggal ao ltqr

SEK S DAERAHん へBURヽTEN,RETARI

ガ
lNDRA SALAHuDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN

Ditctapkan di Stabat
pada tanggal    スo Mもヽ 2016
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II FORMAT DAけ AR SuMBER DAYA ALAヽ 1

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Desa................, t€ngga
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(. ........ .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , t...... ..........................

Dlis, dengan dara sekundEr dari date p.r.nsi Desa, profil Desa, [4onografi Desa, Data kelcarat& sipit, data pendidikan dlt yalg reteve
D = sDA dalam Desa
x = SDA terkair Kawasan perdesaan/ Wilayah Antltr Desa

N(, Uraian Sumber Ddva AIah
1ヽlNE` |

| Nlarc.al baru k.tli de Kerikil 400000
2

3

Pasr utue 70000o
ll l,R

● L2han Pe.sawahan 1 104
5 35000
6 ,9,ga 8 1つ 4
7

8

Tanaman Perkebunan I Cenglch.Lada Kopl,Panil 6500
■●,IЧつ    __ 4

り
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llI FORMAT DAFrAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANuSIA

DES      I
KECAMAЪ Nヽ:
んへBυ PATEN I
PROVINSI  I

N。 Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah

C`0ヽ工Oll__
l Pendud\rk da keluarBa
10い■1,,PenO,申1卜 la卜 1]I拿, p] g゙
b. Jumlah penduduk perempuan orang

1-J-}.o.r'_hl, l.sl9s-rss..,.....,._............... eヽl・lage
2 Sumber penghosild utama perduduk

i. P.rtanian, periked, perkebunan
b. Pgrtamlan€ar! dq! p!4ggaliqll

-c. irlllnlr|pf r]sg,lrh-a}- lps"b!\, lrgrajuler, {l)d P-"9.qeff-eqq bplqr_1eclran dan ruoah makan
e. An8kutan, pcrgudangan, kom'rnikasi

g Lllnn・ a(■●g曽 ,11,■ヽ
「
卜
",1需
●ヽ.2,やュュkan,dlll  _

3 Iclas".k_e"_.r4 berg$3r_-Kgl1. !4.!""..-.,bsle3.ens pg,rdi4ikfl I
u Lulusan S-l keatas 8 orang
b Lulusan SLA 252 oran 2
c Lulusan SMP 574 oranx
d Lulusan SD 2294 oiang

91,10今卜●■■,p/●1率 ,,卜●1, 29 o「ang
4

タ

Oesa -...................., tmg8r1...., ....,....
Ketua Tjm PenFsun RPJM Desa

(   …      ……         )           (
Kcterangan:
D‐ SDA dalam Desa
K‐ SIIA terkait Kawasan Pcrdosaan/ヽVilayah Antat Desa
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[V FORMAT DArル Rヽ SuMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES
KECAMATAN:
1_● B∪ PATEヽ :

PROVINsI  :

N。 Urdd Sumber Daya Pembansune 」umlaln

(1()NT()日

1 |,112,,争 :Ⅲ I■mum

２

一
Aser P..lsarana pe^didike
a (Jこ dung Pauo

,`l“ 11■gT`
-., cfdliqc.sD .

|「|■ |,PCnl101“攣●lq“「■,

3 As.rt prasarada kesehatan

年1,0,x3■●1       _

　̈
一　
一４

b Polindes
C Mじ lt

●:',P,1“ |■,,gら,`1需

5 li.lomD.k Ils,h. F.r.nn^hi s^i.,r ri
aJ、‐lah keloi“ tt3ぶよ
|・ |ぃ o●|ヽⅢ■Ptt P,1年 y=|ま ||■|=||111■

^,,ヽ

|,「IP,mOdal
●T,|■ 4,“ P10d、 1ヽ

6

|.1● |■lP,● ,■|■ 11,,y,Foい |

7

ル
／

Desa       ■ 口nggal
Kctua Tim Pcnrysun RPJM Desa

(…
,

)

(



FORMATI)A「 TAR SUMBER DAYA SOsIAL BuDAYA

IIAFTAR SuMBER DAYA SOsIAL BUDAYA

DESA
KECAIIATAN
KABuPATEN I
PROVIN sI   :

U.aian Sumber Daya Sosiat Bu.taya

確Fl■I「ょ■lξ品嵩写訓5[ζと '

(                      )
(

riererangan Sumbd daya sosiat diisi .lengan budaya budaya yang dimitiki .lan berkembang, seperti kesjarekegia,an cotons royons, perinsatar pchased; ;_,th-r _;i;;;;;;; mas,h dirar<ukd serra-.aC-rb.rg& tdi k"C..,a. t-\-rt-t \-nj blda\d tJrnl

No
Jumtall

‐     ‐  ‐ ―      |

‐   ― ‐  ― ― ―
     |

―
‐  

… … … ― ― ―
     |



FORMAT REKAPITULASI uSULAN RENCANA KECIATAN PEMBANGUNAN DESA

RE:ムPITULASI USuLAN RENCANA KECIATAN PEMBANOUNAN DESA

DESA     :
KECAMATAN:
KABUPATEN:
PROVINSI  :

No
U sulan Rencana Kegiatan

bcrdasarkan Bidang ftSiatan Laki lak: A‐ RTM

iV

PenyelenAgarae pcmcrintahan de
l. Penelapan dan penegasan bata!
2. Pendataan Desa
3. PenFsunan rata rusg Dce

PeLaksanaan Pembarsunan Desa
1. Pemelihaiaan ja.lan
2. Pembangunan jarin8an irigasi
3. Rehabililasi ceduns Posya.ndu

"".Ui"u", 
X"-u"yrr"t.*r,

1. P.mbinaan Pl(K
2. Pelaksdae SiskamlinA
3. Pembinaan kerukunan umat be

Pemberdayaan Masyarakar
I - Pclatihar tata boSa
2. Pelatihm tcknologi tepat guna
3. Pcladhu KPMO

l

( ..... .... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . I

A-RTM Anggora Rumah Tangga Mjskin

Dce....................., tanCgat...., ....,....
l(etua Tim Penyrsun RPJM Desa

(              )
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VH FORMAr DAFTAR CACA“N DUSUN/KELOMPOK

DAmAR CACASAN DUSUN′ KEしOMPOKi

DESA
KECAMA■AN
IKABUPATEN

_         PROVINSI

No Gagasan K.giatan Lokasi Kegiatan
LK PR A RTM

１

２

３

Rchabilitasi OedunA Posyafl du
Pembangunan jaringan irigasi
Pelarihan tata boga

‐ 01
RT 02 dan RT 03
RT Ol,02,03

１

０

５

０

１ 逸|

５

０

５

３

０

０

５

０

４

２

１

)

７

０

９

２

９

Desa ..-...............-.., tanggal
I(ctua Tim Pen)'Llsun RPJM DesaMcngetahui

(         …  …  ) (               〕

|
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ヤlII FORMAT CONToH sKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a POTRET,鎮 Ts、 DESA
b_D●
「

L●ミ、ns● し」ョDAN PoTEN"DARI PoTRFT DE,ユ

||  ′|
・  I I

|||

|   |
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IX FORMAT CONToH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a C■、、口&AR 3こぃ っ ERI,s、
b  Dtrrtい ぃ れ 錮 D tN Po― NsI D洵 ‐ 工

…
虫 螂 ヽ f

Pa& !:riD teElEu- di
tu5 d'raE :reL-E r::a

t!& ''irip t.qssa
ha.i! ltoE ero*r
LEEd)

- Ln J llls p€lrniLq!

- EA'D

Pr& t]siE pin sob.
Uul_sl rGs}.a-rb! de!
re55!L: is!< (t!.&!sr
,dlru F.atAn! .rar)

- Pu5le!@s petllboltr
- Iiehn obll }ehE!€!

b<E a! E u*.r di

- T€@5l Goio6! B.@E
r.!.g:i.r! b€l' nEIn
P{{dldoe dr Irrar
Dr@i relt€:r3aa Eir

… …

…

』い一ヽ
=ェ

…

T●_

ヽ 1
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X FORMAT CONTOH BACAN KELEMBACAAN

b D― ARヽ Lヽヽ こAH DAヽ PCl― SI D"3■ 0ヽN EL3BACttN

CONTOH BACAN KELEMBACA口 Nヽ

= BACth=τ
■
'ヽ
口AC■ヽヽ DESA

一一一中一



FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAuヽ N PENGレ Lへ」IAN KEADAコヘN DESA

BERITA ACARA
PEし KヽSANAAN PENGKAJIAN KDヽDAAN DESA

' Be;kaitan dengan penlusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota ........ Provinsi
Desa ......... - -................,,...... pada :

Harr dao Tanggal : ........................
Jam : ........................
Tcmpal : ........................

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepa.la dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercajrtum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatar yang dilakukai didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah r

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa

. 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkai kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunal<an sebagaimaia mestinya.

Tan“al,  , …, ¨
Mengetahui,
Kepa-la Desa

Ketua Tim Pen].usun RPJM Desa

(… …



FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCIsA」 IAN KDADAAN DESA

LヽPORヽN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA
KECAMATAN
ICABURへ TEN
PROVINSI r............................
l- Latar Belakrng

Salah saLu elemen mendasar dalan penyelenggaraan pembanguoan desa adalah
ketersediaar RPJMDes da, RKPDes. I(aiena kedua dokulnen tersebut Inerupakan arah darr
kebrjakan pembangunan jaigka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RXPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunailnya, kualitas dokumen maupun kesesuaia.n dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaar Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yarg haJus dilakukan
untuk memastika.n kualitas proses penlrusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggalj secara obyektif, lengkap dan cermat:
a Penyela.rasan Arah Kebija-kan Pembangunan Kabupaten/Kota
b PengkaJiar Potensi Desa
c Pengkajiar Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Pengkajian permasala}ran yang dihadapi
e Merumuska, usulan rencaia kegiatan masya-rakat
f ... .. .. . ... .............

lll Tim Pelaksalla Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajiar keadaan desa dilakukan oleh Tim Penlrusun RPJMDeS dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV

VI

VII PROSES PEし KヽSANAAN
Conto l

partisipatil dengan menggunakan metode
Masyarakat Desa)

tentang arah kebijalan

denga:r menggunakaa alat

Pendekatan dan Metode
C0nrr)ll
Pengkajian keadaan desa dilakuka.n seca-ra
P3MD (Perencanaan Partisipa'.if Pernbangunan

niAi KAii"Dnli iNSiiirMEN

AIat kaji ya]rg digunalGn adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubunga_n
Antar Lembaga/ Kelembagaan.

Me[gikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan inlormasi
pemLd-ngunan kabuparen/kola
menemukenali poteosi, nlasala}l dan kebutuhan masyarakat
kaji tersebut di atas.

c Mernfasi-Litasi masyarakat dalaIn pertemuar di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumbe! daya Desa

d Memfasilitasi Basyarakat dalam pert€muan di tingkat kelompok qtau dusun urttuk
menrrnuskan usulattl rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan p€mbangunan Desa da.ri dusun
dan/atau kelompok masyar.akat



nORMAT LAPORAN PEL.AKSANAAN PENGKA.II^a.N ITEADAAN DESA (Lanjuran)

HASIL
Contoh
I Data desa yang sudah diselaraskarl
2 Data rencar:ra program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke

Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/ atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,

' Kepala Desa

… … … … … … ,Tal■g口,_っ … … …Kcma Tim Peny■lsun RP」 M Dcsa

(  ……………… …  …  …  ) (   …  …      …   …)



:'ORMAT BEttTA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM― DESA

BERITA ACARA
MUSYAWAzuIH DESA

PENYUSUNAN RPJM . DESA

Berkaitan dengal penyrsunan RPJM Desa mela.lui musyawa-ral Desa,
telah diadakarr musyawarah Desa di Desa..,................-.
Kecamatan.-........ Ka buoaten / Kota. .

Hari dan Tanggal i ........................
Jam : ---...,...........-.....
Tempar : ........................

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur peran8kat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan da-lam musvawarah Desa ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan NaJasumber
Pemimpin Musya : . dari ..........,........
Notulen : ..........-..................dari.,,....-.......
Narasumber : I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . dari ..............

2........................... dari .................
3. ......-....dan seterusnya

Setelah dilakukan penlbahasan terhadap materi, sela.njutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepatatan akhir dari musyawarah Desa dalam rargka

Demikian Berita Aca-ra ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

..................., Tanggal, .,,, ..., ....
Mengetalui Ketua BPD
Kepala Desa

...)

Wal<il Masvarakat

(....................,............)





FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN鳥 NヽCANGAN RP」M DESA

Berkaitan dengar pelaksanaar musyawa-rah RPJM Desa di

BERITA ACARヽ
PENYUSUNAN RANCANGAN RP」 M DESA

Desa......,,.............
kabupaten / kota. . . provinsi........,....,.... daLaIn rangka
penlrusunan rancangaJr RPJM - Desa, maka pada haii ini :

Hari dan Tanggal : ........................
Jam
Tempat

telah diselesaikan penlrusuna! rancangan RPJM Desa oleh tim pen,.usun
RPJM Desa sebagaimara daftar terlampir.

Agenda kegiatan yarlg dilalrukan dalam rangka pen,'usunarr ralcargan
t ........................
2 .......................
3..... .................

Hasil kegiatan berupa raIlcangan RPJM Desa sebagaimala terlampir.

Demikiai Berita Acara ini dibuat dengal penuh tanggungjawab agaJ
dapat dipergunakal sebagaimana meslinya.

Mensetahui K",r;ii;;;;;11?i;;;;
Kepala Desa

(…… …… …   …  ) (  …      …  )



FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJヽ l DESA

BERITA ACARA
MUSYAヽVARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCヽNGAN RPJM DESA

Berkaitan dcngan pcl■yusunan rancangan RP」 M Desa di Dcsa  _     ……
Kecamatan          …  …  … Kabupatcn/Kota …… …     …       …
Provinsi _   …  … pada l
Hari dan T¨ggal  l  …    …… …  …
」am
Tcmpat

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oteh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wa-kil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimarla daftar h.adir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pemba-ngunarr Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarai dan
narasumber adala]! :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah darl Narasumber
Pemimpin musya : ............................. dari

Narasumber : 1...........................dari
2 _… …  ………… dal・  ………
3. ...........dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaa,n pembangunan Desa dalam rarrgka penlmsunan
rancangan RPJM Desa yaitu :
1

3

lemiki:Ln Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal,… , , ¨
Kctua BPD Kepala Desa

(……

Wakil Masyaiakat

(…… )

(………………  …  ……)



FORMAT BERITA ACARA PENttUSUNAN RKP DESへ MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERTA ACARヘ
PEMrUSUNヽN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bcrkaltan dengan pc"■ ,sunan RKP Dcsa dl Desa       … …  Kccttatan
Kabupatcn/Kota  …       …  PrOvlnsi        … pada:

Tempat

telai diadak€n acaia musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagairnana daftar hadiJ terlaJDpir.

Materi yang dibaias da.la].rl musyawara] Desa ini serta yang bertindal< selaku unsur
pimpina-n musyawarah dar! narasumber adalah :

A. Mate.i
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Krileria dan pembentukdrl Ljm verifikasi

B. Pimpinan Musyawarai dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : ......... ...... -.......... dari
Notulen : ... ... ... - -.. .. ...... ...... .. dari
Narasumber

Hari dan Tanggal :

」am                   :

: 1… …………………  dan
2 …  …………… ddI■ …… …

1 ……………………………………………………………

3. ...........dan seterusnya
Setela}l dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan a-khf dar'i musyawarah Desa dalam rargka penlusunan RKP Desa

2

3



Dcmttm Bcita Actta■ i abuat dm a理Ⅲ de]「Tギ:す TmggJ… …
Ketlla BPD

KcPala Desa

WaLil Kelompok Masyana-kat



FORMAT PAGU lNDIKATIF DESA

PAGU iNDIKATIF DESA

DES
KECAM●TAN
_rtB U PATE N

PROVlNSl

No

Sumber Dana Indikatit

Dana Desa

いPBN)

Bantum keuangan

APBD いPBD
Kabupaten/

l P-.ES:ntlelel qe!?

lI

Pclaksanaan

P,liOa,`.F),lP,,旱

IV M asyar&t

Desa.....................,ranguaJ. .,....,..
Kctla Tim pe.lrusun RKpDesa

(                     )



FORMAT DAFTAR RENCANA PROCIRAM DAN KECiATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT
YANC MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROoRAM OAN KF.C・lATAN PEMBANCUNAN KABUPATEN LANCKAT
YANC MASLIK KE DESA

DESA       :
KECAMATAN :

・     KABUPATEN :
PROVINS:   :

No Asal Program/ Kesistan Nama Program/ Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana

fRo l

Pratiraart
p.1^k、。m^

Pqi eemqrqq4 Air Bersih1 興 :990.哩」pu pusat

?|qaa' Pcir'9r14!4! Daglqqtgyq'll

６^

一

Dan Pc,9■ ntah Dら,I笙J菫壼Jp■L■

4
Dari PenaHngan Aspirasi Masvarakat
oLh DPRD Kaゃ upaten/Kota

一
　

一

Desa.-........,.........., tan8gal...., ...., ....
Ketua TiE Fen]lusun RKP Desa

(             )

一
　

　

一



一　

　

　

　

　

　

　

一
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一

ξ
１
０
支

●
３
１
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●
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０
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一‘
´
●
●
　
ヽ
●
●
一
‘
´
０
●

●
マ
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一●
口
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●
工

●
ヽ
一
■
●
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マ
０
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０
´
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０
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´
α

マ
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●
０
ヽ
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ヒ

´
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０
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●
´
２
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Ａ
Ｆ
¨
‘
膨
ロ
ン
く
，
´
０
，
口
ヽ
′
２
０
■
く
０
，
，
α

一
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FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNlS KEGIATAN

I lsrrlrn dari
Dusun I Desa Kecamatan I Kabupaten

Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana

Jumlah
pemanfaat

Pemanfaat Langsung Pemanfaat
Ticlak

Langsung
(orans)

A,RTM
(Rumah

Tangga MiskinUmum A-RTM

L org L OIP L org
....... org

RTM/UMUM

P org P org P org
JML org JMI- org -IML org

1. Latar belakang:
(jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan
ierjadi bagi masyaral<at setempatjika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuar yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya meruPakan kebalikan

a.

6.

7.

3.

4.

dari masalah)
Kegiata! yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkar aktivitas dan volume yang akan dikerjal<an dan
membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
Manfaat yang a1<an diperoleh
(Jelaskan rnanfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperotehjika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya
produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus
sekoiah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merulahnya dalarn
pernyataan positifl
Potensi Sumber daya alam dan maxusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencara pelaksanaan kegiatan)
Rencana Pelestanian kegiatan

9efas:kan rencala pemeliharaan dar atau keberlanjutan kegiatan)
Lain Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatanyang diusulkan?
b) Apakal ada kebutuhan penambahan lahar dari kegiatan yangdiusulkar ? Jelaskan.

9. Lampiran-tampiran:
a) Berita Aca_ia Musyawar.ah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Da.ftar penl rrnbang

Menyetujui Tim Pcnlrusun RKp Desa



DヽR14AT GへMBAR RENCANA PRASARヽ NA

GAMBAR RENCANA PRヽSARヽNA

dr : Camb dibuar se.ara manual

GAMBAR RENCANA

Pclaksana Kegiatan

Tenaga Profesional
(jika tersedia)



FORMAT RENCANA ANGGARヽ N DAN BIAYA(Rヽ3)

RENCANA ANCCARヽ N BIハ |′A(RAB)

DESA       :
KECAMA■ Nヽ :   …     …     …   … … ………    No RAB     :

‐   KABUPATEN :  ___ _¨  …̈…  …………… …… ……………… Bldang      :
PROV'NSI   : ……  ……………… … ……… … … …      KcJatan     :

Keterangan:

Kategori Biaya
I-a Pembeiian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian batran hasil industri
ll-a Pembelian a.lat tanga'r
II-b Pembeha.n / penyewaan alar mesin
Ill-a Pembayaran ienaga keda untuk konstruksi
lll-b Pernbayarar tenaga untuk pengumpulan bahan

Kepala Desa

...........,Tanggal.....,.,.......,...

Tim Penwsun RKP Desa

U RAIAN Volume Satuan
Ha,rga Satuei

Rp
」umlコh Total

Rp
Jumlah

a b C d e-bxd F

l BAHAN
11
12
13
14
1

Sub Total ll Rp Rp
2 ALAT
21
22
23
24

Sub Tota1 2〕 R0 R。

3 υPAH
31
32
33
3 …

Sub Tota 3) Rp Rp
Total Biaya



FORMAT PEMERIKSヽ AN DOKUMEN PROPOSAL TEXNISし Nヽ RAB

PDMDRIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Lokasi
Bideg
Kegiatan

Jenis Dokumen yena Diperiksa Sydat

Ada & Tidak
McErenuhi

Svaiat
Tidak Ada

1 Skersa lokasi kesratan

2 Dokumen surv€y lelclis

3

4 Perhitunsarl volume

5 Suwev harsa bahan dan a.lat

6 KescDa]<atd Dembavara! uDah keria

7 Perhituns& RAB

8 Kaiian sederhana mensenai dampak Iinskunsan

9 Pernyatae hiban h-har1 dsri masyarakat

10 Pernyatad kcsesauDe tidak minta santi rusi

11 KesdLqJ.upan swadava dan eotooR rovcntr

12 Rencana pencsunaan alat berat

13 Pemyataan kesiapan u/arqa untuk menseriakan

t1

Diperiksa TMagai :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan I Layak / Tidak l"ayak

l Wakil Masvarakat        : 1   …   …
2 Pendmping Profesional I

3 Dinas Instansi Terkait : 3
4 ....................._..._..._....... :

2.

4



FORMAT DAFTAR uSuLAN RKP DESA

DAF■へR USuLヽN RKP DESA
TAHUNl

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Bidang/ Jenis Kegiatar

Menaetahui
Kepala Desa

監詣温品 島鶴乳ュl……

( ……_……… ………) (           )



FORMAT BERTA ACARA PEMrUSUNAN RANCANCAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP― DESA

Berkaitan denBan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.........-...........
Kecamatan...,...... Kabupaten / kota. .

Provinsi......-....---..,. pada :

Hari dan Tanggai :

Jam
Tempat

telah diselesaikan penJrusunan rancangan RKP Desa oleh tim penlrusun RKP
Desa sebaqaimana daftar terlamoir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggun$awab uttuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penlrusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikur:

1 ........................
2 ........................
3 ........................

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita .{cara ifli dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinva.

.............,,...., Tanggal, ..., ..., ....
Kepala Desa Ketua Tim penyusun RKp Desa

|……… …   …    ) (           )



relah diadakan acara musyawarah perencanaan pembalgunan Desa yang dilradiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebaBaimana daftar hadir terlainpir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musya : ............................. dari

FORMAT BERIЪへACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALtII MUSYAヽ VARAH PERENCANハロヽN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RへNCANCAN RKP DESA

MELALυI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penb■lsunan rancangan RKP Dcsa,di Dcsa¨  ̈…… … …… … …
Kabupaten/K‐Ota…  ………………… ………  …PrOVinsi…… …………………… pada:

Hari dan Tanggal l

Jm
Tcmpat

Notulen :......................--.....dad.........
Narasumbcr    : 1    … …   …  dari

2 …………………… dari
3. ...........dan seterLlsnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya selurul-r peserta
musyawarah pe.encanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dai musyawarah perencalaan
pembanzunan Desa dalam ranqka penlr-rsunan rancangan RKp Desa vaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disalkar dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal,  ,  ,_
Kctua BPD

)

Kepala Desa

( …  … …  …    〕
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FORMAT CrKし Is Mハ TERI,(ECiA↑ハN PEMBAヽ ('tNハ 、 :)ESA

CEKしlS MATじいl KEClATAN PEMBAN(ll」 NAN DESA

Ivlatcri yang disampuikan

MED:A SOs:Aし:SASI

』］』
1

2

cana Kerja Pembansunan IRXPI Desa

I‖ti

o.",, ....._...-- - - --;i;EEffi
P.l^ksrna K.giarah

{ ............. ........ ... .) (..... . ............... I

Pcndapatan dan eclan,31'

r kerja kesiatan DesB



FORMバ r cEKLiS MATERl PEMB1lKALAN DAヽ /ATAu l'E171Tl卜lAN

CEKLiS MATERI PEM8EKALAヽ Dヽ /ヽATAU PEしハ111lAN
PELAKSANヽ Nヽ KECIATAヽ DESA

Kccamalar
Desa

Kabupaten

Desa ......... - .. ........ ranggal
lvlengetahui.
Kepa.la Dcsa

Pela.ksarlu Kcsi1lran
Ketua

No Mareri yang disampaikan ADA
TlDAlく

ADA NAlヽ SヽUMBER

1 Ad,.lrrnrsrrasi pengelolaan keuatl gan

2 Mekanismc pcogadaan barang drn lasa

3
Pcndayugunaan sumbcr day:r alam lokal
dan ba}lar materi lokal

4
Pcn)'usunal) dokumcn
pertangturIgiawaban kcuanSsn

5
Peo]^rsun?.n laporan pelaksanaau
kegj a!an

6

(  … …………… ……  … | )



CEKLiS E10KUMCN ADMINISTRへ SI PELハ KSANんヽヽ Kじ01ATAN

CじK:lS 00KUMEヽ ADい 1ヽ ISTRAsl 'cLAKSへ いヽよヽ κECIATAN

Kegiatar、          |

Desa
t(eLdmdlir
Kabupalen

No ilraian Dokumen ADA TIDAK
ADA KETemヽ NOAN

1 Dokume. RKP Desa

2 Lampiran dokumen RKP Desa

3 Dokumen APB Desa

1 Buku adminisrrasi ketlanaan

じ

DokunlentasL loro sebelum kegiaran
perbangunno dimular

6 Daft ar nras\arakal pcmaniaar

7
Pernyataan kesanggupaD pelaksaDa k(giiran
menlclFsaikan F,ekerjaan

8 Dokumeo peraliha. hak lhibah lahanl ranahl

9 Dokumen pe.a|han hak nelaluilual bcli

10
Dokuhen pen!.lesaian ganli rug1 lL'antsrnan

11
Dokumen pemyalaan ridak mcnunrui ganti
ruBi ibanSu.an, ranamanl

12
Laporan &alisis dampak sosL.l ttun

13

Provinsi         l

N4engerahui,
Desa... ..... .., rang8at
PelaksA,ra liegi.tan

Keiua

…
      

…     
…    1 1     …      …  …      }
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FORMAT SURAT PE― ATAAN mBAH

stnt^T PERWATAAN HIBAH

Yang b6undat,7● gan dlbanlah遍    :
Nam8
Jenis l(etamin
TeEpat TangSa.l l,ahir'
Pekerjaarl
No. KI'P
AIa.Eat
Sebnjutnya disebut scbagai Pcmbcri

Yang b€rt8n& taagen dibawah ini :

Naaa
Jenis lGlamin
Tempat TantSsI l,ahir
Pekeqaalr
No. KTP
AlaEat

l  Sebclah U'^,a bcrbatasan dellgan
2  Scbclah Sehtan bcrbatasan dengan
3  Scbclah Tlmur bcrb・ atasan dengan
4  Scbclah Barat bcrbatasan dengn"

Mcngctahui
KepsLa Desa

Mcnyetujui;
Alii waris:
Sualni/Istri

SAKSI― SAKSI

Hihsi &tau Prhal< PertaEa.

Selanjutnya Discbut sebagai Pcne.iraa Hiba-h atau Pibs-l( Kedua.

Bahwa denga! ini saya melepaskei Tanai Hak MiD( saya seluas t .,....Ia2 )tsng
terletak di Des&.... Kccs.Ecatsn...... Kab......., dsn hirnyelah.Lan kepada pcncriora
Hibah atau Pihak Kcdua ysng akan digunsksn untu). pelabangurroIr Saiana dall
Prs,gana Dcsa,

Adapun batas-batas ta-'ra.h tcrsebut scbagai bcrikut :

DeEil<ian sumt Pelepasan Hek milik TsDa}l ini dibuat dEogan Ecbenar-bcnamya
dsla.E keadaan sehst jasmani daD rohani serta tatpa ada paksaa[ dsn atau tel(an€rt
dari pihak oanapun juga. Apabila dik mudian hari ada' gugat& dari slii waria saya,
meka sepcnuhnya oaya bcrtangguag jervat.

,............, ta!.B8e] .... tshua

Yang meoyat!.kai

極 :

1

2
(…  ………… )

(    ……  )



FORMAT SURAT PCm゛ 1ヽЪ wヽ TIDAK MENUNTUT CAN「 I RUCI ATAS
BANGUNAN,DAN ATAu TANAMAN

SURAT PCP゛
`ATAAN TIDハ

X MENtWЦ tt G゛■ RuCl
AЪ Sヽ BANG● NAll,Dぶ ATAU T7、 lNAN4AN

Yang bertsida tangsn di bawah ini :

Nama
Bertindrl{ untuk dai ata.s nsma
Ur1lur
AIa.mat

Pekedaan PelDba,rguaan
Obj& yang tcrkeoa da.Eaps.k
Lokasi Xegiatan

Dengan ini rBcnyatakan bahwa saya tidak kcberatsn/tidak menuntut kcrugian/biaya
apapun terhadap kerugian bcrupa bsngu-o.an/gcdunA da! atau tan ,!raD yang
terkena da.Epak kcgiata.o pcmbanguDan ssiaDa/plassr.aDa Dcsq............bcrupa :

Demikian surat psrnyataan ini kani buat dcagan scbcDar-bcnarnya da! pcouh
Gsatanggungjawab untuk dip€.rgunakaa sebagairaana oecotinya.

t6nggd, bulan, talun
Yang Mcnyatalsn

(      、
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FOm4AT BEmTA ACARヽ PEROBAHAN R工 0コ ЪヽAN

BERrA ACARA PORUBNtt lCCGIATAN
Nomori …    ……  2014

Pek€rjarn

VolurDe Kcgiat3n

Lokasi

Biaya Rp

Pada hsri irli berteEcpat di.....-.....:...... psda.-.-.........(tanggel, bu1s.D, tahun) tclah
dilakukan musyawarah perubahan kcgiatan, dikarEnslan adan),a hal-h6.1 yaEg
Ecnya.ogkut pcngulangan/pcnadbahan targct 6sik atau pcnrbahan spGiflkasd
berdaserkan pcrtiEbanga$ tekDi6 dcngat dibadiri olch pihak-pihak trrkait antara lain :

]. Xepola De!:a
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun pcDjelasan s€csta apcsilik bcrkcoas.n dcngan hd-ha] yaig dirrbah, hal-hal scbclulr
diubah, hal-hal setcleh diubah dan rhsrn-alasaa tclrnis tcrjadiaya lcrubahan kegietan
disajiLan dalae. foraat t rla.opir.,

DeEikian bedta acara ini ks.di dibuat agar pihak-pihak yqDt berkepcntinga! dapat
mcrlgctaluilya

Mengetahui/Menyetulu■

eala Desa  ̈ ¨

(― )

警 lak3ana K●●a―
Kema

-



」)

FOいИAT PERUBAHAN KE01ATANI

PERUBAHAN KECIATAN

iCCntOh)

Nema Kedatan   i
Lokasl Kcglatan  ■
P電● Blaya    :Rp

I{et*anEarllt;; dlla*rifre"csna kcgiat6n dan RAB Peruba-han

Mengetahui
I{cpa.la Desa,

Ta.nggal P€rubahan

Dibuat oleh Pelaksena Kcgiatan Budidaya lelc
Ketua

ヽo Hal yar4g
diub証

KcadaaD s€beluE
adanya pembahan

Kcadasjr sctelah
perubahan

Sebab Perubal€n Akibat Pembahan

1 Bibit lclc Bibit Lele Dumbo Bibit Lcle S■ wan, Kela-Dgkaa! bibit lele dumbo Jitd"h bibit 1"1" l"bih barryak;

Prrlu pelatihan PeDgelolaan teraak
telc siliwangi;

Mcmbutuhkan lahaD Iebih tua-E;

( ……  … ……… … ) (…  … ……………… )



FORMAT BERITA ACARA MUSYAWAXAH DESA D,ALAM RANGNA
PENYELESAIAN MASAI-AH

BER]TA ACARA
MEI.A.LUI MUSYAWARAH DESA DAI.A]!I MNGK& PENYELESAIAN MASA]II{

Berkaitan dengan pcroasalalEn ysng teljedi pada pengelolaan kcgiatan p.Ebalgulran
desa, pada hari ini.

Hari/ Tal,geal .

Tclopat
Tctsh dilaksanalsn MuGyawE ah Dcaa untuk mcoyepakati penyclesaiao ra""aloh yaJrg
dihadiri olch kepala Desa, unsur pcrar8kat Dcsa, BPD, wakil-wakil keloatrrck aasysrekat,
sebagairEana dajtar hadir terla.r:opir.
A. PerEoase.laha! yang dibshas:

B. Upaya yang dilakuka! dalam pcnyclcseial roasalah:

C. Bs.atuan pihak-pihak dalam penyclcsaian raasalah:

Sct lai dilakuken pcrobaltassn tcrhedep perEasalaban yaag tcrjadi, Ir€s.rta Euq/awarah.
bcBcpakat scrta Ecrautuskan bcbcrapa hal y6ng bcrkctctapaD nicnjadl @utusa! elhir
dar"i Eusy"$,srah peayclesain m-Mldh iDi, yaitu:

Dcmjkiar B.rita Acara ini dibuat dar] dis€hksn dengan penuh tanggungiawab agar dapat
dipr:rgunakan sebagaima:ra acstinyi.

Mengetab\ri
Kepala Dcsa

(................,.................)

Kctl,^BPD

Waki] Masyarakt

(...........,....................,.)



DAFTハR PESERTA MUnAWARAH DESA
DALANI RANGKA PCNWELE渕 撻,I.4AsALAH

N0 NAMA ALANIAT TANDA TANC・ AN
1

2

3

4

●
０

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dst



FORI14AT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANMN KECIATAN

SISTChIATIKA LAPORAll PELAKSANAAN KECIATAN

DAF「AR ISI

製Ｈ一
　

１Kへ範ヽ PEllIGttЪ駅 … ……… …… … … ……  … ………… … ……………

DA「TAR TABEL   … … _ … …                …  … …  ………

DAFヽ収 ISI… …  ……      …    … …   … …    …   … … …

BA3 1  PENDAHULUAN ……   … …         … … ・‐  …   ………

BハB II PELAKSANAAII「 CGLヤ■゙

2.1 Pelal<sanaan Kcgiatan PcnyelengSaraan Pemerintaia.n Desa

2.2 Pela*sara-slr Kegiatan Pembslgu0an Desa .........................

2.3 Pel,aksanaar Kcgiatar Pembinaan KeEasyarakatan ....,.......

2.4 Pelaksaiaan (egiatan Prhberdayaan Masyara*at

BAB III RDALISASI BIAYA ………    ………     …  … …  ……  ‐́… …

BAB IV PENANGANAN PENOADUANル LヽSYARAKAT      ̈  ¨̈ _

BAB IV PENYELESAL電ヽPERMASALAHAN,KENDALA DAN HAMBATAN

3 1 Penl・elesalan Pcrrlllasalahan…  … ………… …  ̈… ………

3 2 Penyelesa_Kendala dan HBIrlbatall  ̈……  ……  _

BAB V  PERUBAHAN KF.G]A■へN …   … ……    ………  ………………

BAB νl SERπΠKASI KECIA■ Nヽ

BAB VlI KESINIPULAN

LAMPIRAN‐ LAMPIR嘘











)

FORMAT REタムPlt'い SI RCA LiSASI BIAYA

REKAPITULASl RCA]ISASil,1ハYA
Tス I{し N,

Dcsn            l                                                 Кa,ur)ヨ ,●。    |
Ko(omnian        :                                                 1'l ovins

No

BiddnA/,r.DLs K.g1al&n
Iズ,k,1、 1 Volu n,c

Iliry,,Irn Su,,lIr F.ml,iBvaa!

iDl) llL|)

R b (〕 | ヌ h k

i

a
h

Juhlah Pcr Ilid,n8 l

2 b

Jumlah l)rr llrlrmA 2

3 ち

Jumlnb Itr l]ldins:)

`

J!'nhn l.r nnl,'x,j a

Jυ MIム }11(llハ L

M.nrcruju' I).\r . .,ning8 l. , . ,

K.pala D.s, r'rlak*nu lQBioran .......-,. ..-. ... . ..

K.ru

1         , l                 l



FORI● Tヽ FOTO XEGLへTAN

FOTO KECI′ ■ヽ電ヾ

FOTO KONDISIい Lヽ(00/0)

LOKASIIC)

KECLヽЪ ごヽヾ:  ¨̈   …    …  …

¶

LOKASI(A)

LOKASI o)

3

|

|



FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO黎工GLへЪ Nヽ

FOTO KONDlS1 40%

KECIATAN:

¶

LOKASI(A)

LO馬 SヽI(B)

LOKし螂 I(Cl



FORヽんヤT FOTO KEGI組 Nヽ{lanlutall)

FOTO KECL性TAN

FOTO KONDIS1 80%

KEGl組ぶ t

LO絶 SヽI(A)

LO絶 SヽI c)

LOKASI(C)



FORMAT FOTO KECIAЪ Nヽ lattutan)

FOTO郵∞GIATAN

LOKASI(C)

FOTO KONDIS1 100%

KECIATAN: …   …   …   …

LOん SヽI(勺

LOKASI(B)



FORMハ T(lAIイ BAR PuRNA lメ KASANA

〔い MLIAR
PURNAIス

^SA llA

KECAMATAN

|)FSA

,E NIド |‖マAドハくA llハ

,Ul)JI(1ム ,ヽBAR

[)く ln,■ ,()|て ,I〕

lil〕 l'1,ksan3
民C,Ⅲ ,‖ n(KodCr

lて kn k,



FORA4AT BERITA ACARA M口 ゛【ヽ WARAH DESA
DALAM RANOKA PELAK'中 AAN PEMBIN00NAN DESA

BERITA ACARA
Musぅへ、vARヽ H DESA DALAM RANGXA
peLAKSANAAN PCMBANGUNpN DESA

Dal・ い 口■Ja pelak3anaan pCmb観 ,mtt Dc8a● 晨m anggaran ……… d■
Desa _  Kecanat・い … …   Kabupaten ttngan PrOnlltt Jawa TImur
mab PaL

H?,ri dsiTanggal ,

Jam
Tempat

Telab diselongga.-akan pertcauaE MusyawarBh Desa dala.B rartk!'
Peirant€ungjawaban Kegiat n yang dihadid oleh waLi.l-wakil dali rnasyE alat,
desa scrta unsur lain yelg tErksit dciaan pelal<laDaan pcabanguaan
scb€gaimara tcrca-ntum da].arn latpiraa Dafa" Hadi.

Materi eteu topik yang dibahs ds.lam Foru:n ini s.rta yang bcrtindel s€t81{u
urlsu! pi.Epirtan rapat dan narasu-Ebcr adaleh :

A. Mat€ri Bshessn
Materi yana dibaha8 dalam musJrawarah dcsa ini sntara lai..:
1. Laporan pclal<salae,I1 kegiatal;
2. Tanggapsn/ masukan loasyarBkat atas lapolan pels.lGanara

ke8iats!;
3. PeDobahasan +-e!g8apsi1 dan daaukarl Eralyaralqt;
4. Merunuskan tindaldanjut tsngaapan da! fiasukar Elesyala](at;
5. dst...

B   Unsur Pmpl・ n.Rapat aan Narasumbcl
pe― pm Rapat   :  …… ……… … da五
Sckrctal■3/Noい工s :    ̈  ̈    darl
Nara31ュmber       i   l … …  … … da●

2   …… …………dai
e …………… d_
4 …   … ………dan
5  ̈   ̈  ̈ d日●



「
ORMAT BERITA AGへ Rヽ l・10SNりヽヽ しヽRAH DEDヽ
DALAM RANO承 しヽ PEIフ寝 S州ハコ咄ヽ PEMBANCUNAIN DESA
Oattu'。い)

Setela.h diklukan pcrobahasan t (tsdap malreri bahsssn scbsSaimaia
terscbut di at s, selanjutnya seluruh p$erta rougyswalah desE dglam rangka
pelaksanaan pcdrbalgunan Dcsa Eeautuskan dan scnycpakati bcberapa hsl
yang berketeteps't rtrenjadi Kcputulsn Akldr daii Musyawelsh Dere ini, yaitu :
1

4
5

２

３

Ｏ

７

８

９

１

1l Dst

Demikian b€dta acara inl dib\ra! d-B,l disabl<_En dEngan pcnuh tsngaung ja*ab
agar dapat diperguna](an sebagarn).sna mestinya.

Mcngctahtu
Kcp」 a Dcsa

8輸ュa BPD

Wald Masyarant

…     Tan,gn,_,  … ,    …

{   .        )

(           )



FORNIAT BERrrA ACA勲 ヽMuSYAWARAH DESA
DハL喘4 RANC灼ヽPELヽメコ 団ヽ ムN PEヽ嘔

“

゛ βOヽAN DESA
Can」utan)

DハょlAR PDSERЪヽl.● Sr■″ARAH DESA
DALNM RANOメ ンヽ PD¨ ANん Nヽ PEMBANOUNAN DD鉤 ヽ

NO NAMA 施 ¨ ウヽ T TANDA TANCAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

13

14

dst




